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Penelitian ini membahas analisis urgensi pemberian insentif PPN atas BBM kapal. Tujuan penelitian adalah
menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar bahwa insentif PPN atas BBM kapal perlu diberikan dan
menganalisisimplikasi pemberian insentif PPN atas BBM Kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang
menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran internasional adalah ketidaksesuaian
dengan prinsip pemungutan PPN (destination principle) yang dianut Indonesia, kelaziman internasional,
disparitas harga, dan equal treatment dengan sektor penerbangan internasional. Sementara faktor-faktor yang
menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran domestik adal ah pertimbangan
international best practice, substitusi moda transportasi darat, mengurangi biaya operasional kapal, alternatif
pengurangan biaya pengangkutan barang, menurunkan hargalogistik, kurangnya pengawasan dalam
kegiatan pengisian BBM kapal, dan subsidi BBM kapal nasional yang tidak efektif. Dalam jangka panjang
penghapusan PPN atas BBM kapal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dikarenakan adanya
multiplier effects. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN tidak dipungut adalah hargajual BBM yang
lebih kompetitif dikarenakan PPN Masukan dapat dikreditkan oleh supplier dan meningkatnya enforcement
cost negara terkait dengan kegiatan restitusi. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN dibebaskan
adalah hargatidak dapat kompetitif secara penuh dikarenakan supplier BBM akan membebankan PPN
Masukan yang tidak dapat dikreditkan kedalam hargajual dan pengeluaran negara akan lebih tinggi
dikarenakan negara memberikan subsidi pajak atas PPN yang dibebaskan dan untuk memberikan subsidi
pajak tersebut akan timbul enforcement cost lainnya. Dengan demikian insentif yang tepat diberikan sesuai
dengan kondisi negara Indonesia adalah PPN terutang tidak dipungut.

...... This research discusses analysis of the urgency of granting VAT incentives for the marine fuels. The
purpose of this research is to analyze the factors that formed the basis of the marine fuels need to be
provided by VAT incentives and to analyze the implications of granting incentives VAT for the marine
fuels. This study used a qualitative approach and the type of this research is descriptive. Results of the study
to conclude that the factors that become the reason of granting VAT incentives for the international marine
fuelsis a mismatch with the principles of VAT collection (destination principle) that embraced Indonesia,
the prevalence of international price disparity, and Equal Treatment with sectors of international flights.
While the factors that become the reason of granting VAT incentives for the domestic marine fuels must
looking at the experience of other countries, a substitution mode of transportation by land, reducing the
operational costs of vessels, aternative cost reduction, lowering the price of haulage logistics, lack of
oversight activitiesin amarine fuel replenishment, and the subsidies of marine fuel that are not effectivein
the implementation. The conclusion isin the long term condition the elimination of VAT over the marine
fuel the income of the State can be increase due to the Multiplier Effects. The implications of granting
incentivesin the form of VAT Zero-Rate is the selling price of marine fuel is more competitive because of
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the VAT input can be credited by the supplier and the rising enforcement cost of State due to activities that
related to the restitution. The implications of granting incentivesin the form of VAT Exempt isthe priceis
not able to fully competitive due to a supplier will charge VAT input into the selling price because the VAT
input cannot be credited and the spending cost by the state will be higher because the State subsidizes the
VAT on exempt and will spend the other enforcement cost that will arised.



